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	ABSTRAK

Dinamika Ketenagakerjaan di sektor ritel modern sering menempatkan efisiensi operasional berhadapan dengan perlindungan hak normatif pekerja, menciptakan kerentanan struktural bagi tenaga kerja alih daya (outsourcing). Studi ini mengkaji secara komparatif realistis pemenuhan hak antara pekerja outsourcing dan pekerja tetap di Indomaret Fresh Medan, dengan fokus analisis pada kesenjangan antara regulasi negara dan implementasi korporasi. Kerangka hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperbarui dan ditetapkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam terhadap responden di unit Indomaret Fresh Rajawali Simpang Gatot Subroto. Hasil penelitian mengungkap adanya disparitas perlakuan yang signifikan, di mana pemenuhan hak bagi pekerja tetap ditemukan lebih memadai dibandingkan pekerja outsourcing yang masih jauh dari standar kepatuhan hukum. Temuan substansial menunjukkan pelanggaran sistematis terhadap Pasal 93 dan Pasal 85 UU Ketenagakerjaan, di mana kedua kategori pekerja sama sekali tidak menerima komponen tunjangan tetap (uang makan dan transportasi), serta maraknya praktik kerjalembur tanpa upah (unpaid overtime) yang mencapai rata-rata 4 sampai 5 jam per hari. Selain itu, ketidakpastian hubungan kerja akibat status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada pekerja outsourcing berkontribusi pada tingginya angka turnover dan demotivasi kerja. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan efisiensi perusahaan telah mengabaikan prinsip keadilan distributif, sehingga diperlukan intervensi melalui pengawasan ketenagakerjaan bebasis audit berkala dan reformasi kebijakan internal perusahaan untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.

ABSTRACT 

The dynamics of employment in the modern retail sector often pit operational efficiency against the protection of workers' normative rights, creating structural vulnerabilities for outsourcing labor. This study conducts a realistic comparative examination of rights fulfillment between outsourcing workers and permanent workers at Indomaret Fresh Medan, focusing on the gaps between state regulations and corporate implementation. The legal framework includes Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law No. 11 of 2020 on Job Creation (later revised and re- enacted as Law No. 6 of 2023 on Job Creation), and Government Regulation No. 35 of 2021. The research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through participatory observation and in-depth interviews with respondents at the Indomaret Fresh Rajawali Simpang Gatot Subroto unit. The findings reveal significant disparities in treatment, with rights fulfillment for permanent workers being more adequate compared to outsourcing workers, who remain far below legal compliance standards. Key findings indicate systematic violations of Articles 93 and 85 of the Manpower Law, where neither category receives fixed allowances (meal and transportation benefits), alongside prevalent unpaid overtime practices averaging 4 to 5 hours per day. Additionally, the uncertainty of employment relations due to fixed-term contracts for outsourcing workers contributes to high turnover rates and work demotivation. The study concludes that corporate efficiency policies have overlooked distributive justice principles, necessitating interventions through periodic audit-based labor supervision and internal corporate policy reforms to ensure equitable legal certainty.
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  PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi nasional di era globalisasi menuntut adanya fleksibilitas kerja yang tinggi melalui kebijakan labor market flexibility. Kebijakan ini secara masif mendorong penggunaan sistem hubungan kerja non-standar, salah satunya adalah melalui mekanisme outsourcing. Dalam industri ritel modern yang memiliki tingkat persaingan sangat kompetitif, seperti Indomaret Fresh di kota Medan, penggunaan kombinasi antara pekerja tetap dan pekerja outsourcing telah menjadi strategi operasional utama untuk menjaga efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan pasar. Namun, di balik narasi efisiensi korporasi tersebut, muncul persoalan fundamental terkait perlindungan hak normatif pekerja yang sering terpinggirkan dalam relasi kuasa antara pengusaha dan tenaga kerja.

Secara filosofis, hukum ketenagakerjaan berfungsi sebagai instrument perlindungan (protective function) khususnya terhadap pekerja outsourcing yang rentan eksploitasi yang bertujuan untuk mengimbangi posisi tawar pekerja yang secara ekonomis lebih lemah dibandingkan dengan pemberi kerja. Konstitusi Indonesia secara eksplisit melalui Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Mandat konstitusional ini diterjemahkan secara teknis ke dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang selanjutnya mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksananya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Meskipun regulasi ini dirancang untuk mendorong kemudahan investasi sekaligus menjamin perlindungan tenaga kerja, dalam praktik sosiologis kerap terjadi interpretasi yang keliru sehingga berpotensi mengabaikan hak- hak dasar pekerja demi efisiensi biaya operasional (labor cost reduction).

Persoalan utama yang menjadi fokus kritikal dalam penelitian ini adalah adanya disparitas sistematis dalam pemenuhan hak antara pekerja outsourcing dan pekerja tetap. Fenomena yang ditemukan pada Indomaret Fresh Medan menunjukkan bahwa fleksibilitas hubungan kerja yang ditawarkan oleh regulasi sering dijadikan legitimasi untuk memangkas pemenuhan hak normatif melalui cara yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Isu yang paling terlihat dan mencederai harkat pekerja adalah praktik unpaid overtime. Dalam operasional gerai yang menuntut ritme kerja tinggi, pekerja diwajibkan untuk tetap berada di lokasi kerja melampaui batas waktu standar, bahkan mencapai rata- rata akumulasi tambahan 4 sampai 5 jam per hari. Sayangnya beban kerja ekstrak tidak dibarengi dengan  kompensasi  upah  lembur  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  85  dan  Pasal  93  UU Ketenagakerjaan. Hal ini menciptakan situasi di mana tenaga kerja melakukan prestasi kerja secara cuma-cuma, yang secara yuridis dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi di tempat kerja.

Ketimpangan tidak hanya berhenti pada persoalan upah lembur. Melainkan juga merambat pada aspek kesejahteraan non-upah seperti tunjangan makan dan tunjangan transportasi yang tidak diberikan secara nyata. Kondisi ini diperparah dengan posisi tawar pekerja yang sangat rentan di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan, sehingga banyak pekerja memilih untuk menerima kondisi diskriminatif tersebut demi mempertahankan mata pencaharian. Secara teoritis kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai ekosistem kerja “prekariat”, di mana pekerja hidup dalam ketidakpastian ekonomi dan kerentanan hukum yang kronis. Pengawasan ketenagakerjaan dari pemerintah daerah yang masih cenderung bersifat reaktif dan formalistik, hanya bergerak jika terdapat laporan formal seolah memberikan ruang bagi terjadinya pembiaran terhadap pelanggaran normatif secara berkelanjutan.

Urgensi penelitian terletak pada perlunya pembedah hukum ketenagakerjaan pasca UU Cipta Kerja benar-benar mampu memberikan proteksi substantive, atau memperlebar jurang ketidakadilan di sektor ritel. Tanpa batas yang tegas antara diskresi manajerial perusahaan dengan hak normatif yang bersifat tidak dapat dikurangi (non derogable rights) sebagaimana prinsip itikad baik mewajibkan pihak perjanjian bertindak jujur dan adil dalam hubungan kerja, maka keadilan bagi pekerja alih daya akan tetap menjadi komoditas yang mahal. Melaui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini bermaksud mengevaluasi secara kritis sinkronisasi antara norma hukum dengan realitas di lapangan guna mendorong adanya reformasi pengawasan dan kebijakan internal yang lebih beradab.
LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai fondasi utama untuk menganalisis disparitas pemenuhan hak pekerja outsourcing dan pekerja tetap di Indomaret Fresh Medan. Teori ini membagi sistem hukum menjadi struktur hukum seperti pengawasan reaktif Dinas Ketenagakerjaan Medan yang lemah, substansi hukum berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021 yang diabaikan demi efisiensi biaya operasional, serta budaya hukum yang menciptakan normalisasi eksploitasi melalui unpaid overtime 4 hingga 5 jam per hari dan culture of fear di kalangan pekerja outsourcing.

Teori perlindungan hukum ketenagakerjaan melengkapi analisis dengan fungsi protektif untuk mengimbangi posisi tawar lemah pekerja alih daya sebagaimana mandat Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, sementara konsep kerja prekariat menjelaskan kerentanan struktural akibat labor market flexibility yang dimunculkan regulasi tersebut. Landasan hukum primer mencakup Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja serta Pasal 77, 78, 85, 93 dan 81 yang mengatur jam kerja, upah lembur dan tunjangan, dengan kajian empiris dari observasi Indomaret Fresh Rajawali menjadi pengujian kesenjangan antara norma hukum das sollen dan realitas lapangan das sein.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan hukum dalam realitas sosial melalui pendekatan sosiologi hukum. Fokus penelitian diarahkan pada studi komparatif pemenuhan hak antara pekerja tetap dan pekerja outsourcing yang berlokasi di Indomaret Fresh Unit Rajawali Simpang Gatot Subroto, Medan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik operasional gerai yang mewakili dinamika industri ritel modern di kota besar. Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap informan yang terdiri dari Kasir, Pramuniaga, Store Junior Leader (SJL) dan Kepala Toko. Teknik ini dilakukan untuk memvalidasi temuan lapangan terkait praktik kerja lembur 4 sampai 5 jam per hari serta ketiadaan tunjangan tetap (uang makan dan transportasi). Sementara itu, data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja dan PP No.35 Tahun 2021, serta bahan hukum sekunder berupa literature yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan antara standar norma hukum (das sollen) dan realitas implementasi di lapangan (das sein) untuk menarik kesimpulan yang komprehensif tanpa menggunakan pendekatan statistic kuantitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Pemenuhan Hak Pekerja Outsourcing di Indomaret Fresh Medan dan Tantangan Hukum dalam Pelaksanaannya

a. Realitas Beban Kerja dan Praktik Overtime di Unit “Fresh”
Karakteristik operasional Indomaret Fresh Unit Rajawali Simpang Gatot Subroto memiliki perbedaan signiikan dibandingkan gerai ritel reguler. Kata “Fresh” menuntut penanganan produk perishable (mudah rusak) seperti buah, sayur dan daging olahan, yang berimplikasi langsung pada peningkatan beban kerja karyawan. Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan, ditemukan adanya disparitas tajam antara jam kerja normatif dengan jam kerja real.
Secara normati, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan waktu kerja 7 jam per hari untuk 6 hari kerja, atau 8 jam perhari untuk 5 hari kerja. Namun, fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa pekerja outsourcing rata-rata menghabiskan waktu di lokasi kerja selama 12 hingga 13 jam per hari. Jika dikakulasikan setelah dikurangi jam kerja normal dan istirahat, terdapat kelebihan jam kerja (lembur) rata-rata 4 sampai 5 jam per hari. Durasi kerja yang ekstrem terjadi akibat tuntutan Standard Operating Procedure (SOP) yang tidak sinkron dengan alokasi waktu kerja, meliputi:

1) Aktivitas Stock Opname (SO) Harian:
Berbeda dengan toko regular, unit Fresh mewajibkan pengecekan kualitas dan kuantitas barang segar setiap pergantian shift. Proses ini dilakukan manual untuk memisahkan barang layu atau busuk guna mencegah komplain konsumen. Aktivitas ini memakan waktu 1,5 hingga 2 jam di luar jam kerja resmi.

2) Proses Settlement Keuangan:
Kasir diwajibkan melakukan perhitungan fisik uang dan mencocokkan dengan data penjualan sistem (PLU) setelah shift berganti. Jika terjadi selisih (minus), kasir tertahan di lokasi hingga selisih ditemukan atau diganti menggunakan uang pribadi. Proses ini memakan waktu 1 hingga 2 jam tambahan.

3) Sanitasi Area (Deep Cleaning):
Standar kebersihan chiller dan freezer menuntut pembersihan mendalam yang hanya bisa dilakukan saat operasional toko berhenti.

b. Tantangan Hukum: Isu Wage Theft dan Pembuktian
Isu hukum paling krusial yang ditemukan adalah praktik unpaid overtime. Kelebihan jam kerja 4 sampai 5 jam tidak dikompensasi dengan upah lembur sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Pasal 81 Angka 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mewajibkan pengusaha membayar upah kerja lembur. Jika dianalisis menggunakan pendekatan ekonomi hukum, dapat dikategorikan sebagai pencurian upah (wage theft). Dengan asumsi Upah Minimum Kota Medan, nilai ekonomi lembur yang hilang dari seorang pekerja outsourcing per hari cukup signifikan. Ketiadaan pembayaran bukan sekadar kelalaian administrative, melainkan bentuk eksploitas nilai lebih (surplus value) tenaga kerja untuk menutupi biaya operasional gerai. Tantangan hukum yang dihadapi pekerja dalam menuntut hak ini meliputi:

1) Hambatan Pembuktian Administratif:
Manajemen toko (Store Junior Leader dan Kepala Toko) tidak menerapkan Surat Perintah Lembur (SPL) tertulis untuk aktivitas rutin. Absensi sistem (fingerprint) sering dilakukan sesuai jam pulang normal (“absen dulu, kerja lanjut”), sehingga secara administratif pekerja terlihat pulang tepat waktu. Hal ini menyulitkan pekerja untuk membuktikan klaim lembur di hadapan pengawas ketenagakerjaan.

2) Kekaburan Hubungan Kerja:
Pekerja outsourcing terikat kontrak dengan perusahaan penyedia jasa (vendor), namun bekerja di bawah naungan perintah langsung manajemen Indomaret. Ketika terjadi pelanggaran jam kerja, vendor sering kali berdalih tidak mengetahui kondisi lapangan, sementara manajemen toko berdalih bahwa kesejahteraan adalah tanggung jawab vendor. Pekerja terjebak dalam kekosongan tanggung jawab segitiga, yang sulit diselesaikan melalui jalur hukum konvensional.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Antara Pekerja Tetap dan Pekerja
Outsourcing
Disparitas pemenuhan hak di Indomaret Fresh Medan tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor sistem hukum. Penulis menganalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang membagi hukum menjadi struktur, substansi, dan budaya hukum.

a. Faktor Struktur Hukum (Legal Structure)
Faktor struktural merujuk pada kinerja institusi penegak hukum. Temuan penelitian menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat.

1) Pengawasan Pasif: Pengawasan terhadap ribuan gerai ritel di Medan masih bersifat reaktif (menunggu laporan). Tanpa adanya inspeksi mendadak ke unit-unit toko seperti di Unit Rajawali, praktik lembur 4 sampai 5 jam ini tetap tersembunyi (hidden practice).

2) Kapasitas Institusi: Keterbatasan jumlah personil pengawas ketenagakerjaan dibandingkan dengan rasio pertumbuhan gerai ritel modern menciptakan celah pengawasan yang dimanfaatkan oleh korporasi.

b. Faktor Substansi Hukum (Legal Substance)
Faktor ini berkaitan dengan regulasi dan kebijakan internal perusahaan:
1) Kebijakan Efisiensi Biaya (Cost Reduction): Perusahaan menerapkan strategi efisiensi ketat pada pos SDM. Hal ini bermanifestasi pada ketiadaan tunjangan makan dan transportasi. Manajemen beranggapan bahwa pembayaran UMK sudah mencakup semua komponen. Padahal, bagi pekerja yang bekerja 12 sampai 13 jam, biaya makan dan bensin membengkak signifikan, menggerus upah pokok mereka.

2) Kontrak Baku (Standard Contract): Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi pekerja outsourcing didesain secara sepihak. Posisi tawar pekerja yang lemah memaksa mereka menerima klausul-klausul yang minim perlindungan sosial demi mendapatkan pekerjaan, situasi serupa dengan ketidakjelasan kontrak yang memicu sengketa rekonvensi akibat ketidakseimbangan posisi tawar.

c. Faktor Budaya Hukum (Legal Culture)
Faktor budaya hukum menjelaskan perilaku subjek hukum di lapangan:
1) Normalisasi Eksploitasi: Terbentuk budaya kerja di mana “pulang tepat waktu” dianggap sebagai tindakan tidak loyal atau malas. Pekerja outsourcing yang berstatus kontrak tidak aman merasa tertekan untuk mengikuti ritme kerja “lembur sukarela” agar kontraknya diperpanjang, yang mencerminkan budaya loyalitas paksa sekaligus potensi pelanggaran prinsip itikad baik dalam hubungan kerja.

2) Ketidaktahuan dan Ketakutan: Rendahnya literasi hukum pekerja mengenai detail perhitungan lembur dalam PP No. 35 Tahun 2021, ditambah dengan ketakutan akan kehilangan pekerjaan (job insecurity) di tengah sulitnya ekonomi, membuatmereka memilih diam. Fenomena ini menciptakan culture of silence terhadap pelanggaran hak.

3. Analisis Komparatif Pemenuhan Hak Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021

Analisis komparatif menyoroti kesenjangan implementasi antara pekerja tetap dan pekerja outsourcing di bawah rezim hukum Omnibus Law. Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perbedaan perlakuan dan pemenuhan hak normatif di Indomaret Fresh Unit Rajawali Medan, berikut matriks perbandingan antara standar regulasi dengan realitas empiris di lapangan:

Tabel 1 Matriks Perbandingan Implementasi Hak Pekerja Tetap vs Outsourcing
	Komponen Hak
	Standar PP No. 35
Tahun 2021
	Realita Pekerja
Tetap
	Realita Pekerja
Outsourcing
	Analisis
Kepatuhan

	Upah Lembur
	Wajib dibayar (Skala
1,5x - 2x).
	Tidak dibayar
(loyalitas).
	Tidak dibayar
(syarat
	Melanggar Pasal
81 Angka 24

	
	
	
	perpanjangan
kontrak).
	

	Jam Kerja
	Maksimal 8 jam/hari.
	12-13 jam
(Overload 4 sampai
5 jam).
	12-13 jam
(Overload 4 sampai
5 jam).
	Melanggar Pasal 81 Angka 23

	Tunjangan Tetap
	Bersifat kebijakan
perusahaan.
	Tidak ada (Hanya
gaji pokok).
	Tidak ada (Hanya
gaji pokok).
	Eksploitatif

	Jaminan Kerja
	Perlindungan PHK dan
Pesangon.
	Tinggi (Status
PKWTT).
	Rendah (sangat
rentan diputus).
	Disparitas Status

	Uang
Kompensasi
	Wajib bagi PKWT atau
Outsourcing.
	Tidak Berlaku
(Pegawai tetap).
	Belum terealisasi
	Implementasi
Lemah


Berdasarkan matriks perbandingan diatas, berikut adalah uraian mendalam mengenai temuan temuan tersebut:

a. Komparasi Perlindungan Pengupahan dan Kompensasi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Pasal 21 hingga Pasal 31 mengatur mekanisme pengupahan dan lembur secara rinci.

1) Secara Normatif: Regulasi ini tidak membedakan hak lembur antara pekerja tetap dan outsourcing. Keduanya berhak atas hitungan 1,5 kali upah untuk jam pertama dan 2 kali upah sejam untuk jam berikutnya.

2) Secara Empiris: Di Indomaret Fresh Medan, kedua kategori pekerja samasama tidak mendapatkan upah lembur untuk kelebihan 4-5 jam kerja. Namun, pekerja tetap memiliki kompensasi lain berupa jenjang karir, bonus tahunan yang lebih pasti dan kenaikan gaji berkala. Sebaliknya, pekerja outsourcing mengalami stagnasi pendapatan karena upahnya dipatok statis pada UMK tanpa tunjangan masa kerja meskipun beban kerjanya sama berat. Hal ini menunjukkan kegagalan UU Cipta Kerja dalam menjamin keadilan pengupahan berbasis beban kerja (equal pay for equal work).

b. Komparasi Jaminan Kepastian Kerja (Job Security)
Perbedaan paling mencolok terletak pada jaminan kelangsungan kerja.
1) Pekerja Tetap: Dilindungi oleh mekanisme UU Ketenagakerjaan yang ketat terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan perlindungan dari serikat pekerja di tingkat pusat.

2) Pekerja Outsourcing: Berada dalam posisi rentan. PP No. 35 Tahun 2021 memang mewajibkan adanya “Uang Kompensasi” pada saat berakhirnya PKWT (Pasal 15). Namun kepastian hukum pemutusan kontrak PKWT sering bermasalah karena tidak memperhatikan hak dan kewajiban yuridis pekerja. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa mekanisme ini belum sepenuhnya dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh pekerja di tingkat toko. Fleksibilitas pasar kerja yang diusung UU Cipta Kerja justru menjadi pedang bermata dua; memudahkan perusahaan merekrut tenaga kerja saat butuh dan membuangnya saat efisiensi dilakukan tanpa beban pesangon yang berat.

c. Evaluasi Terhadap Ketiadaan Tunjangan Tetap
Baik pekerja tetap maupun outsourcing di lokasi penelitian tidak menerima tunjangan makan dan transportasi. Meskipun UU Cipta Kerja tidak mewajibkan tunjangan ini (bersifat non-obligatory),
ketiadaannya sangat mencederai prinsip Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945). Dalam konteks Indomaret Fresh yang menuntut fisik prima dan jam kerja panjang, absennya tunjangan makan memaksa pekerja mengalokasikan hingga 30-40% gaji pokok mereka hanya untuk konsumsi selama bekerja. Analisis ini menyimpulkan bahwa implementasi UU Cipta Kerja di sektor ritel modern Medan masih terjebak pada pemenuhan standar minimum formalitas, namun gagal mewujudkan kesejahteraan substantive bagi pekerja.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Komparatif Pemenuhan Hak Pekerja Outsourcing dan Pekerja Tetap di Indomaret Fresh Unit Rajawali Medan, penulis menarik tiga kesimpulan utama:

1. Pemenuhan hak pekerja outsourcing di Indomaret Fresh Medan berada dalam kondisi memprihatinkan yang ditandai dengan praktik unpaid overtime secara sistematis. Realitas lapangan menunjukkan bahwa pekerja (Kasir dan Pramuniaga) diwajibkan bekerja melampaui wkatu kerja normall denganakumulasi kelebihan 4 sampai 5 jam per hari tanpa kompensasi upah lembur. Tantanngan hukum yang muncul adalah manipulasi administrasi jam kerja di tingkat gerai dan rendahnya posisi tawar pekerja yang terpaksa menerima eksploitasi waktu demi keberlangsungagn kontrak. Hal ini merupakan pelanggaran nyata terhadap mandate Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang bersifat imperatif.

2. Disparitas pemenuhan hak antara pekerja tetap dan outsourcing dipicu oleh kegagalan struktur pengawasan dan budaya hukum perusahaan yang toksik. Secara structural, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan cenderung pasif dan gagal menyentuh level mikro unit ritel modern. Secara substansi, kebijakan efisiensi biaya (cost reduction) korporasi memangkas tunjangan makan dan transportasi, yang dampaknya lebih fatal bagi pekerja outsourcing karena upah mereka statis tanpa tunjangan masa kerja. Budaya hukum yang terbentuk adalah budaya takut (culture of fear), di mana pekerja menganggap lembur tidak dibayar sesuai upeti untuk mempertahankan pekerjaan.

3. Implementasi UU Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021 di lokasi penelitian mengalami distorsi yang mengakibatkan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing hanya bersifat formalitas belaka. Meskipun regulasi baru menjanjikan kesetaraan, faktanya pekerja outsourcing terjebak dalam hubungan kerja segitigayang mengaburkan tanggung jawab antara vendor dan Indomaret. Fleksibilitas pasar kerja yang ditawarkan regulasi ini justru melegitimasi penggunaan tenaga kerja “murah dan mudah diganti”, sehingga janji kesejahteraan dalam Omnibus Law belum menyentuh realitas sosial di sektor ritel modern Medan.

Saran
Guna memperbaiki kondisi ketenagakerjaan dan menjamin kepastian hukum dimasa depan, penulis menyarankan:

1. Kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan: Harus melakukan transformasi pengawasan dari pola reaktif menjadi proaktif dengan melakukan inspeksi mendadak secara berkala ke gerai- gerai ritel modern. Pengawas harus melakukan audit silang antara data absen elektronik dengan fakta jam kepulangan pekerja di lapangan untuk memberantas praktik pencurian upah (wage theft).

2. Kepada Manajemen Indomaret Fresh: Segera melakukan restrukturisasi SOP oprasional di tingkat gerai. Beban kerja Stock Opname dan Settlement harus dihiung sebagaaai lembur resmi atau menambah personil khusus agar jam kerja Kasir dan Pramuniaga tetap sesuai koridor hukum. Selain itu, pemberian tunjangan makan dan transport perlu dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan mengingat beban kerja di unit fresh yang sangat tinggi.

1. Kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (Vendor): Wajib melakukan pengawasan mandiri (self-monitoring) terhadap perusahaan pengguna (Indomaret) untuk memastikan tenaga kerja yang mereka salurkan tidak dieksploitasi melampaui batas kontrak. Vendor harus berani menuntut pembayaran lembur bagi anggotanya sesuai skema PP No. 35 Tahun 2021 agar perlindungan hukum benar-benar terimplementasi.
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